
SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSl LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR ^TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

: a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan BelanjaMenimbang
Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat berfalan tertib,
teratur, cfcktif, efisien, transparan dan
hertanggungjawab. dipandang perlu menyusun
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah., sebagai pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan yang be urnbei dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabapaten Pringsewu;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalani humf a, perlu mrnetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Plelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoi 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5h Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Namor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelelaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 1 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan National
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Peiuerinlahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438];

7, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimam telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemeiintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



12. Peraturan Pemerintah Nomar 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahini
2000 Nomar 210, Tambahaii Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokaler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republic Indonesia Nomor 441 6) sehagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimona telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575|;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informaai Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor S3 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Pcnyusunan don Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005
tentang Pedotnan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593};

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Honor 4864);

21. Feraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuem Keuangan Kepada Partei Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pcinrrintali Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5352);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165|;

24. Peraturan Ptmerintah Nomor 18 Tahun 2016
Intorg Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 5887);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
Mah diubah beropa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

26 Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelclaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dmgaii Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



27. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Scsial yang bersumbcr dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
aebagairnarm telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun
2012 rentang Perjalanan Dinas Dalam Negert Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negert dan Pegawai Tidak
Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 678);

29. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 874);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/
2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pckok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembarun Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pferangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor
13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
ANGGARAN 2018.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Paaal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Dewan Ptrwaküan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Sekretaris Daerah Kahupaten yang selanjutnya
disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Pringsewu.

6, Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah adalah suatu pedoman pelaksanaan
APBD yang disusun dalam Peraturan Bupati.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kcwajiban
daerah dalam rangka penydenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dmilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, peiaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pcrtanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
aeUnjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

10. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

1 1 , Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku penggprna
anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksmnakan pengelolaan keuangan daerah.



12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan kcsclurulian
pengelolaan keuangan daerah.

13. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Sekretaris Daerah yang karena jabatannya
mempunyai peran dan fungsinya dalam membantu
Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaran urusan pemerintahan daerah
tennaauk pengelolaan keuangan daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

16- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegarg
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang
dipimpinnya.

17. Pengguna Bararg adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melakaanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
mclakaanakan sebagian tugasdan fungsi OPD.

20. Pejabat Ptenatausahaan Keuangan yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan .

21. Pejabat PcnatauMahaan Keuangan OPD yang
selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang
mdaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
OPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD
yang melaksaitakan satu atau beberapa kegiatan
Hn** suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyeiorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan,
memb&yarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada OPD.

25. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang
melakaanakan satu atau beberapa program.

26/^™ Anggaran Pemenntah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menylapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

27, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang rnendasarinya untuk periode 1 (satu)
tabun.

28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patckan batas maksimal
anggaran yang dlberikan kepada OPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusumm RKA-
OPD sebelum disepakati dengan DPRD.

29. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya
disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan
batas maksima! anggaran yang diberikan kepada
OPD untuk schap program sebagai acuart dalam
pcnyusunan RKA-OPD sctelah disepakati dengan
DPRD

30. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya
disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan OPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

31. Rencana Kcija dan Anggaran Pejabat Pengeiola
Keuangan DAerah yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Bidang
Pengeiola Keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.



32. Rencana Keija dan Anggaran Perubahan OPD yang
selanjutnya disingkat RKAP-OPD adalah dokumen
penencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Perubahan APBD.

33. Program adalah penjabaran. kebijakan OPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapei basil yang terukur acsuai dengan
misi OPD.

34. Kineija adalah keluaran haail dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran yang memiliki kualitas dan
kuantitas secara terukur.

35. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakar pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal tennasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kumbinaai dari bebnapa atau kesemua
jenia sumber daya tersebut sebagai masultan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa,

36. Sasaran [target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang di harapkan dari
suatu kegiatan

37. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang
drhasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran, tujuan program
dan kebijakan.

38. Haail (Outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfiingginya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.

39. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung aehiruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

40. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
pcnyünpanan uang daerah yang ditentulcan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



41. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

42. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan
kasdaerah.

43. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.

44. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
beruili.

45. Surplus Anggaran Daerah adalah sehsih lebih aritara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

46. De£sit Anggaran Daerah adalah selisih kurang
antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang aelanjutnya
disebut S1LFA adalah Selisih Lebih Realisasi
Penerimaan dan Pcngcluaran Anggaran selama satu
periode Anggaran.

48. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bemilai uang dari
pihak kun sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kenïbali.

49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak
pemerintah daerah yang dapat dinÜai dengan uang
sebagai akibat petjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
beriaku atau akibat lainnya yang sah.

5O. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana
relative besar yang tidak dapat dipcnuhi dalam satu
tahun anggaran.

52. Investaal adalah penggunaan aseL untuk
mempercleh manfaat ekonomis seperti bungs,
deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat
lainnya sehingga dapat meningkatkan ketnampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.



53. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan ditemm kembali, balk pada tabun anggaran
yang berkmaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD rang
selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan aebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD adalah dokumen pdaksanaan anggaran badan
keuangan seLaku Eendahara Umum Daerah.

56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD
yang selonjutnya diemgkat DPPA-OPD adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan aebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran-

57. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masuk yang bersumbcr dari pencrimaan dsn
peridraan arus kas keluar untuk mangatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

58. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
pencrbitan SPP

59. Surat Penmntaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah. dokumen yang ditcrbitkan oleh
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanarm
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

60. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang
muku keija yang beraifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dtlakukan dengan
pembayaran langsung.

61. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dcngan pembayaran langaung.



62. SPP Tambahan Uang Persediaam yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang pcracdiaan guna melaksanakan
kegiatan OPD yang berstfat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.

63. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-US
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas daear peganjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya diaiapkan oleh PPTK.

64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang dlgunakan/diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuaaa pengguna ang^uran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-OPD.

65. Surat Pterintab Membayar Uang Ptersediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan
aebagai uang persedisan untuk mendanai kegiatan.

66. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD
yang dananya dipergunakan untuk menggarti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.

67. Surat Permtah Membayar Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM TU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA OPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan.

68. Surat Perintah Membayar Langsung yang
selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.



69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan 3PM

70. Belanja Daerah adalah semua pcngeluaran dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi
ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban
daerah dalam satu tabun anggaran dan tidak akan
diperoteh peinbayarannya kembali oleh daerah.

71. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas bebon Anggaran
Pendapatan dan Belanja Danah atau perolchan
lairmya yang sah.

BAB II
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal2

(I) Ptelaksanaan penerimaan daerah dapat dilakukan
dengan cara:
a. disetor langsung ke kaa umum daerah oleh

pihakketiga;
b. disctor melalui bendahaxa penerimaan oleh

pihak ketiga

(2) Prosedur penatauaahaan peneriinaan. daerah pihak
ketiga melakukan penyetoran Langsung ke bank
yang inerupakan bank kas umum daerah yaitu
Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memiliki
kewenangan untuk menetapkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKP-Daerah| mcncrbitkan SKP
Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKR-Daerah) ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki
Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen 3KP-
Daerah dan SKR-Daerah dibuat rangkap tiga, yang
didistribuaikan kepada:
a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib

retribusi daerah;
b. lembar kedua kepada Bendahara Penerimaan;
c. lembar ketiga sebagai arsip PPKD/(BP2RD)/OPD.

(3) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak
daerah/wajib retribusi daerah, menyetorkan uang
ke bank dengan menggunakan dokumen Surat
Tanda Sctoran (STS) rangkap 3 (tiga). Dokumen STS
telah disediakan oleh Bank.



(4) Bank menerima setoran uang, memvaBdasi STS
serta membuat nota kredit Bank kemudian
menyerahkan;
a. STS lembar kesatu dan lembar kedua yang telah

divalidasi diserahkan kepada wajib pajak /wajib
retribusi daerah;

b. STS lembar ketiga sebagai arsip bank;
c. nota kredit kepada Kuasa BUD c.q Kepala

yidang Akutansi untuk dibuat rekapitulasinya.

(5) Wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah
menyerahkan STS lembar kedua sebagai toukti
pehinaaan pajak daerah/retribusi daerah.

(6) Bendahara Penerimaan melakukan pengecekan
antara STS lembar kedua yang ditcrima dan Wajib
pajak daerah/wajib retribusi daerah dengan SKP/
SKR lembar kedua aUa kebenaran pembebanarL
rekening pendapatan serta jumlah yang dibayarkan.

(7) Bendahara Penerimaan kenmdian membukukan
STS kedalam Buku Kas Umum Penerimaan pads siai
penerimaan, Buku Pembantu per rincian obyek
pendapatan dan buku rekapitulasi penerimaan
harian.

BAB ID
PRINSIP PRINSIP PELAKSANAAN APED

Pasal 3

(1) Peïaksanaan APBD berdasarkan prinaip-prinsip
keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat
pada peraturati perundang-undangan, efektif,
efisien, ekanomis, Lransparan, bertanggungjawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk nxasyarakat.

(2) Yang dimakaud dengan:
a. dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan

daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. taat pada peraturan penindajig-undangan
adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah
harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;

c. efektif adalah pcncapaian hasil program dengan
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandirgkan keluajan dengan hasil;



d- efisien adalah pencapaian keluaian yang
maksimum dcngan masukan tertcntu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu;

e. ekonomia adalah perolehan masukan dengan
kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat
haiga yang terendah;

f. transparan adalah pnnsip keterbukaan yang
memungkinkaiL masyarakat untuk mengetahui
dan Tnendapatkan akaes inJormasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah;

g. bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban
seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipertayakaii
kepadanya dakun rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan;

h. keadilan adalah keseitnbangan distribuai
kewenangan dan pendanaannya dan/atau
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan perLimbangan yang obyektif,

L kepatutan adalah tindakan atau suatu slkap
yang dilakukan dengan wajar dan proportional;

j. mar-faat untuk masyarakat adalah bahwa
keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

(3) OPD tidak diperkenankan melakukan pengeluaran-
pengeluaran yang dibebankan kepada Anggaran
Belanja Daerah untuk keperluan:
a. perayaan atau peringatan hah besar;
b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,

karangtrn bunga don s^bogainya untuk berbagai
peristiwa;

c. iklan ucapan selamat dan sebagainya;
d. pesta untuk berbagai peristiwa perangkat

daerah;
e. pengcluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan

yang sejerris/serupa dcngan yang teraebut
seperd : upacara peletakan batu pertama,
peresmian proyek kantor dan jenisnya dan
penyambutan pejabat.

(4) Penyelenggaraan dalam bentuk rapat keija, rapat
dinas, seminar, perterauan, Ioka karya, bimtek,
diklaL dan sejenianya untuk dibatasi pada hal-hal
yang sangat penting dan dilakukan sesederhana
mungkin dengan mempergunakan gedung serta
fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Prlngsewu.



(5) OPD sebagai Pengguna Anggaran, hams dapat
menggunakan secara efisien, tepat guna, tepat
sasaran dan tepat waktu pelaksanaan serta dapat
dipcrtanggungjawabkan.

BABIV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan. APBD pada masing-
naasing OPD ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penenmaan,
Bcndahara Pengeluaran, Bendahara Pencrimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pentbantu,
yang diusulkan oleh Kepala OPD melalui PPKD
untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan Anggaran yang dimuat dalam
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata uaaha keuangan dan pengadaan
barang/jasa pada OPD yang dipimpinnya sekurang-
kurangnya antara lain:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKJ;
d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia

Pengadaan Barang/Jasa;
ft Pejabat Penerima Haail Pekerjaan dan Panitia

Penerima Hasü Pekeijaan;
f. Pembantu Bendahara Barang, Penenmaan dan

Pengeluaran.

Bagian Kcsatu
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 5

(1) Kepala OPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugasr
a, menyuaun RKA dan RKAP OPD;
b. menyusun DPA dan DPPA OPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran;



L melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasarna
dengan pihak lain datam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;
i mengelola utang dan piutang yang menjadi

tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah

yang menjadi tanggung jawab OPD yang
dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan OPD yang dipimpinnya;

1. mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang
dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan okh Bupati;

n bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

o. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
Bendahara Penenmaan/Bendahara Pengeluaran
sckurang kurangnya 1 (aatu) kali dalam 3 (tiga)
buian dan dituangken dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kas;

p. mcnyelenggarakan pembukuan sesuai dengan
keLentuan peraturan pcrundang-undangan yang
berlaku;

q. memastikan pelaksanaan APBD dan Perubahan
APBD, tidak melebihi pagu anggaran yang telah
ditentukan;

r. mcnyampaikan laporan sctiap buian, triwulan,
semester, serta prognosis enam buian berikutnya
dan laporan tahunan untuk reuew penyusunan
perhitungan anggaran secara tertib dan teratur
kepada Bupati melalui Kepala SKPKD/Kepala
BPKAD sekku PPKD, dengan berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(2) Bagl Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
yang sedang melakukan pendidikan, cuti,
perjalanan dinas atau sakit sehingga tidak dapat
melaksanakan kewajibannya diatur ketentuan
sebagai benkut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sumpai selama-

lamanya 1 (aatu) buian, Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
atas tanggung jawab Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang yang bersangkutan;



b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampfii selama-
lamanya 3 (tigu) bulan, Bupati menunjuk
sementara Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang dan diadakan berita acara
serah terima keadaan fisik dan keuangan;

c. apabila melebihi 3 (tigs) bulan belum dapat
TTidaksanakan tugaa, maka Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang tersebut dianggap
mengundurkan diri sebagai Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan olch karena itu
Bupati menetapkan penggantinya.

Bagian Kcdua
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
dalam melaksanakan tugas-tugas aebagaimara
ditnaksud dalam Pasal 5 dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Kepela Unit Keija
pada OPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
diniaksud pada ayat (1) berdasarkan pertunbangan
dngkatan daerah, besaran OPD, besaran jumiah
uang yang dikelola, beban keqa, lokaai, kompetensi,
rentang kendali dan/atau pertiinbangan objektif
lainnya.

(3) Pelimpahan sebagjan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Kepala OPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi;
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran brlanja,
b. mrhtksanakan anggaran unit kerja yang

dipinipumya;
r melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian keijasama

dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telab ditetapkan;

e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit keija
yang dipimpinnya;

f. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan unit keija yang dipimpinnya kepada
Pejabat Pengguna Anggaran; dan



g. metaksanakan tugastugas Kuasa Pengguna
Artggaran lainnya berdasarkan kuaw yang
dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

(5) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang scbagnimana dknakaud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Organisasi perangkst daerah

Pasal 7

(1} PPK-OPD mengadakan pengujian serta penelitian
terhadap SPP mengenai tersedianya anggaran,
ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan
pembcbanan kade rekening, kelengkapan.
pembuktian serta kebenaran dan sahnya tagihan

(2) PPK-OPD sebagaimana dnnaksud pada ayat (1)
mcmpunyai tugaa:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang

dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran dan di ketahui/disetujui oleh PPTK;

b, meneliti kelengkapan SPP-UP, GU, TU dan SPP-
LS Oaji dan Tunjangan PNS serta. pcnghasilan
lainnya yang ditetapkan steamai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran;

e. melakukan verifikasi SPP dan SPPA;
d. menylapkan SPM;
c. melakukan verifikasi hariar atas penerimoan

atau pengeluaran;
f. melaksanakan akuntansi OPD;
g. menyiapkan laporan keuangan OPD.

(3) PPK-OPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat
yang bertugas melakukan pungutan penerimaan
negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Keempat
Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

Pasal 8

(1) Bupati atas uaulan PPKD menetapkan Bendahara
Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pvlaksanaaan anwearan OPD.



Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan di OPD,
Bendahara dibantu bebcrapa Pembantu Bendahara,
terdiri pengelola gajit pencatat pembukuan,
pcmbuat dokumcrt pengeluaran dan penerimaan
narg

(2) Penetapan Peinbantu Bendahara tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala OPD.

Pasal 10

(1) Dalam p^mhukaan rekening Giro pada OPD
dilakukan pada Bank Larnpung Cabang Pringaewu
dalam bentuk Giro Dinas.

(2) Jasa Giro atas pembukaan rekening Dinas
dimaksud, agar dipindahbukukan ke rekening Kas

Kabupaten Pringsewu pada Bank Larnpung
Cabang Pringsewu sebagai Pendapatan Daeroh.

(3) Kepala OPD menyampaikan laporan rekening Giro
Dinas yang dimilikinya kepada Bupati mclalui
PPKD.

Pasal 11

(1) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhaLangan.
diatur ketentuan sebagai berikut:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamar

lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan
tensebut wajib mcmbenkaji aurat kua&a kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas Bendahara
Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara
Penerimaan yang bcrstmgkuüin dengan
diketahui Kepala OPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan aampoi selama
lamanya 3 (Hga) hulan, Pengguna Anggaran pada
OPD yang dipimpinnya harus menetapkan kuasa
Bendahara Penerimaan dan diadakan Berita
Acaxa Serail Terinm Pekerjaan;

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat
tnelak&anakan tugasnya, jika dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau
berhenti dari jabatan sebagai Bendahara
Penerimaan dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya.



(2) Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan,
diatur ketentuan sebfigai berikut:
a. apabila meleböii 3 (tiga) hari sampai selama-

lamanya 1 (aatu) bulan, Bendahara Pengeluaran
teraebut wajib mcmberikaji surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas Bendahara
Pengeluaran atas tanggung jawab Bendahara
Pengeluaran yang bersangkutan dengan
diketaliui Kepala OPD;

b. apabila melebihi 1 (aatu) bulan sampai sclama-
lamanya 3 (tiga) bulan, Pengguna Anggaran pada
OPD yang dipimpinnya hams menetapkan kuasa
Bendahara Pengeluaran dan diadakan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan;

c. apabila Bendahara Pengeluaran sesudah
3 (tiga) bulan beluni juga dapat mclaksanakan
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri at&u berhenti dari jabatan
sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena
Itu segera diusulkan penggantinya.

BagianKelima
Bendahara. Pencriniaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 12

(l) Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk
berdasarkan pertimbangan tmgkatan daerah,
besaran OPD, besaran juinlah uang yang drkelola,
beban ketja, lokaal, kompetenai dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(2) Bendahara Penernnaan Pembantu w^ib
menyelmggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan yang menjadi
tanggungjawabnya.

(3) Dokuraen-dcjkrjrnen yang digurLakan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
menatausahakan penerimaan mencakup:
a. buku kas umum;
b. bukti penerimaan yang sah;
c. surattanda setoran.

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikdola,
beban kerja, Kompel ai danƒelan nentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.



(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh pengeluaran yang menjadi
tanggungjawabnya.

(6) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh
Bendahara Pengeluaitui Pembantu dalam
menatausahakan pengeluaran mencakup:
a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh;
c. buku panjar;
d. buku pembantu per kegiat&n.

(7) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam
melakukan penatausahaon sebagaimona dimakaud
paria ayat (6] menggunakan bukti yang sah.

(8) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP-TU dan SPP-LS.

(9) Menerimfi. dan menyimpon uang persediaan yang
berasal dari Tambahan Uang (TU) dan/atau
pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara
Pengeluaran.

(10) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan
yang dikelolanya.

(11) Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
pcraturan,

(12) Meneiiti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK.

(13) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberiknn oleh PPTK, apabila dokumen tersebut
tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(14) Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan/
pengeluaran kepada Bendahara Penerimaan/
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya

(15) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran
aebagaimana dimaksud pada ayat (14) mencakup:
a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh;
c. bukti pengeluaran yang sah.

(16) Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan veriflkasi,
evdluasi dan onaUsie atas Laporan
pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



Bagian Kecnam
Anggaran Ka»

Pasal 13

(1) Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah
dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang
cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
sesuai dengan penarikan dana yang tercantuin
dalam Dokumen Pelakaansan Anggaran-Organisasi
Perangkat Daerah [DPA-OPD) yang telah disahkan.

(2) OFD memiliki tugas mcnyuaun rancangan anggaran
kas OPD berdasarkan rancangan DPA-OPD yang
telah dibuat dengan memperhatikan jadwal kegiatan
dan kebutuhan riil.

(3) Anggaran kas mcmuat perkLraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(4) Penentuan besaran anggaran kas OPD adalah
dengan ketentuan besaian rancangan anggaran kas
OPD dihitung per kegiatan. Besaran rancangan
anggaran kas OPD dari masing-masing kegiatan
tersebut memperhatikan jumlah dana kegiatan dan
juga jadwal pelaksanaan kegiatan pada OPD guna
penentuan beearan perbulan dari rancangan
anggaran kas OPD.

(5) Untuk kegiatan yang beraifat rutin, penentuan
besaran anggaran kas kegiatan OPD dapat langsung
dengan membagi dana kegiatan menjadi 12 (dua
belas) bulan. Untuk kegiatan yang tidak bersifat
rutin, penentuan besaran memperhatlkan lama
pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelakaanaan
kegiatan. Untuk kegiatan fisik dengan
memperhatikan rencana jadwal pelaksanaan
pekeijaan dari dimüLainya pekeijaan sampal
berakhirnya peltcrjaan ataupun masa pemeliharaan.

(6) Rancangan anggaran kas OPD disampaikan kepada
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui
PPKD selaku BUD untuk dwerifikasi

(7) TAPD memiliki tugas melakukan verifikasi
rancangan anggaran kas OPD bersama Kepala OPD
dan melakukan rekapitulasi rancangan anggaran
kas dari OPD.

(8) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
memiliki tugas melakukan pengesahan rancangan
anggaran kas menjadi anggaran kas.



(9) Dalam proses penatausahaan Anggaran Kas sebagai
alat kontnol dan pengedalian dibuat rekapitulasi oleh
TAPD untuk ditetapkan oleh PPKD selaku BUD
dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan
Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pasal 14

(1) Anggaran kas yang disusun dapat herubah sesuai
dengan kodisi keadaan sebagai berikut:
a. Perubahan APBD ataupun mendahului

Perubahan APBD;
b. ketersediaan dana dl kas daerah yang tidak

sesuai dengan perhitungan perencanaan semula
terutama bfla ketersediaan dana di kas daerah
berada dibawah rencana, sehingga hams
dilakukan kembali penjadwalan ulang
pelaksanaan keglatan ataupun pencairan dana
dari kas daerah;

c. pelaksanaan kegiatan yang dimajuksn dengan
alasan mendesak yang diluar kuasa dan PPKD
selaku BUD dan diusulkan oleh OPD.

(2) Perubahan anggaran kas yang disebabkan
sebagaünana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huwf b, iangsung dilakukan oleh PPKD selaku BUD
secara otomatis dan paling lombat 7 (tujuh) hori
sejak Peraturan Bupati tentang mendahului
Perubahan APBD ditetapkan.

(3) Proses perubahan anggaran kas yang disebabkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dimuiai dari pembuatan surat permohonan
perubahan anggaran kas dari OPD dengan
menyebutkan alasan perubahan tersebut.

(4) Surat permohonan sebagaitnana dimaksud pada
ayat (3) ditujukan kepada PPKD selaku BUD dan
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
sebelum tanggal 1 (satu) dari bulan yang diinginkan
untuk perubahan anggaran kas tersebut.

(5) Berdaaarkan surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BUD memutuakan disetujui
atau tid&k disetujuinya perubahan anggaran kas
tcrsebuL

(6) Persetujuan BUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibuat dalam bentuk surat persctujuan yang
ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.

(7) Fermohonari pengajuan perubahan anggaran kas
hanya diperbclehkan 2 (dua) kah dalam satu tahun
anggaran.



Bagian Ketujuh
Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasd 15

(1) Untuk setiap pengeluaran atas heban APBD
diterbitkan SPD atau keputusan lainnya yang
disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
tidak dibenarkan melaksjmakan anggaran belanja
tidak langsung/anggaran belanja langsung, jika
tidak tcracdia anggaran dalaxn APBD/Ptembahan
APBD

(3) Anggaran yang disediakan pada sedap kode rekening
merupakan batae teiünggi belanja oleh karena itu
ddak dibenarkan melaksanakan anggaran belanja
ddak langsungƒanggaran belanja langsung
melampaui batas anggaran yang telah disediakan.

(4) OPD yang mendapat alokasi ang^iran belanja tidak
langsung/anggaran belanja langsung setiap kegiatan
langaung dipisah didalam RKA-OPD, DPA/DPPA-
OPD seauai dengan masing-masing kode rekening
belanja.

(5) Surat Penyadiaan Dana untuk keperluan belanja
tidak langsung diterbitkan untuk keperluan 3 (tigs)
buian, dan Surat Penyediaan Dana untuk belanja
langsung diterbitkan untuk keperluan 1 (satu) buian
aesuai dengan anggaran kas OPD.

(6) Surat Penyediaan Dana untuk keperluan belanja
langsung untuk keperluan 1 (aatu) buian dengan
melampirkan surat pernyataan kesanggupan
nealisasi sesuai dengan anggaran kas buian yang
bersangkutan.

(7) Permohonan Surat Penyediaan Dana belanja
langsung buian berikutnya, diterima paling lambat
minggu ke 3 (tiga) buian yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Permintaan Pembayaran

Pasal 16

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
memperoieb persetujuan dari Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mclalui PPK-

dalam rangka pengiaian LTang Persediasn.



(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pads
ayat(l) terdiri dari
a. surat pengantar SPP-UP;
b. ringkasan SPP-UP;
C. rincian rencana penggunaan SPP-UP;
d. Surat Keputusan Bupati tentang batas Jumlah

Uang Pcracdiaan;
e. draft surat pamyataan untuk ditandatangani

oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran yang menyatakan batrwa
uang yang dimmta tidak dipergunakan untuk
keperluan adain uang ptreediaan saat
pengajuan SP2D kepada Kuasa RUD; dan

f. lampiran lain yang diperlukan.

Basal 17

(1) Penerbitan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan
oleh Bendahara Pfengduaran untuk memperoleh
peraetujuan dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD dalam rangka
ganti uang pcracdiaan.

(2} Dokumen SPP-GU sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) tcrdiri dark
a. surat pengantar SPP GU;
b. ringkasan SPP-GU;
c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
e. saiinan SPD;
f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani

oleh Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain ganti uang saat pengajuan
SP2D kepada Kuasa BUD; dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 18

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaren untuk
memperoleh persetujuan dari Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui FPK-

dalam rangka tamhahan uang.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pads.
ayat (1) trnUri dari:
a. surat pengantar SPP-TU;
b. ringkasan SPP-TU;
a. rincian SPP-TU;



d. saiinan SPD;
e draf surat pemyataan untuk ditandatangani oleh

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk kcpcrluan
selain tambahan uang persediaan sast
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

f. surat keterangan yang memuat penjelasan
keperluan pengisian tambahan uang lampiran
lainnya yang dipcrlukan.

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat
persetujuan dart PPKD dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan woktu pengKunaon.

(4} Dalam hal dana tambahan uang tidak babis
digvinakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa
tambahan uang disetor ka rekening kas umum
daerah, ketentuan batas waktu penyetoran sisa
tambahan uang tersebut dikecualikan untuk;
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)

bulan,
b. kegiatan yang mengalarai penundaan dan jadwal

yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh
peristiwa düuar kendali Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf f berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan Surat
SPP-TU sebagairnajia dimakami dalam Pasal 8
sainpai dengan Pasal 10 digunakan dalam rangka
pelakaanaan pengeluaran OPD yang harus
dipertanggungjawabkan.

(7) Format surat pemyataan Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuaso. Pengguna Anggaran berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 19

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pcmbayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainnya seauai dengan peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
guna memperoleh persetujuan Pejahat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-
DPD.



(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tynjangan sehagaimana dtmaksud pada ayat (1)
terdiridari;
a. surat pcngantar Surat Permintaan Pembayaran

Langsung G^ji dan (SPP-LS G«i);
b. ringkasan SPP-LS Gaji;
c. rincian SPP-LS G^ji;
d. lampiian 3FP-L3 Gaji.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS Gaji untuk pembayaran
gaji dan tunjangan serta penghaailan lainnya
sebagairnana dimaksud pada ayat [2) huruf d
mencakup:
a. pembayaran gaji mduk;
b. gaji susulan;
c. kekurangan gaji;
d. gaji terusan;
e. Surat Keputusan Caion Aparatur aipü negara (SK

CPNS];
L Surat Keputusan Aparatur sipil negara (SK PNS);
g. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat;
h, Surat Keputusan Pengangkatan dalamJabatan;
i. kenaikan gaji fcerkala;
j. surat pemyataan pelantikan;
k. surat pemyataan masih menduduki jabatan;
L surat pemyataan melaksanakan tugas;
m. daftar keluarga (KP4);
n. foto kopi surat nikah;
o. foto kopi akte kelahiran;
p. Surat Keterangan Pemberhentlan Pembayaran

(SKPPj gaji;
q. daftar potongan sewa rumeh dinas;
r. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
s. surat pindah;
t. surat kematian;
u. SSP PPh Pasal 21; dan
v. peraturan perundang-undangan mcngenai

penghaailan Pimprnan dan anagota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta gaji dan
tunjangan Bupati/Wakil Bupati.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS
pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan
peruntukanuya.

Pasal 20
(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk

pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka
pengajuan pernuntaan pembayaran.



(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa
aebageimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rmcian SPP-LS;
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pcngadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d mencakup:
a. sahnan SPD;
b. draft Surat Fernyataan Pengguna Anggaran;
c. dokumen-dokumen terkait kegjatan (diaiapkan

oleh PPTK) yang terdiri atas;
1, salinart surat rekomendasi dari OPD teknis

terkait;
2. Kode Billing disertai faktur pajak (PPN dan

PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak
dan wajib pungut;

3. STS untuk setoran pajak Daerah berkaitan
dengan belanja makan minum;

4. Surat Perintah Kega (SPK) atau Kontrak
pengadaan barang/jasa antara Pejabat
Pfembuat Koniitmcn OPD dcngan penycdia
barang/jasa (pihak ketiga) yang diketahui
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dan mencantumkan nomor
rekening PT Bank Lampung Cabang
Pringsewu bagi penyedia barang/jasa (pihak
ketigsa);

5. Berita Acara Penyelesaian Pekeijaan;
6. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
7. Berita Acara Pembayaran;
8. tanda terima pencatatan aact tetap yang

telah diotoriaasi:
9. kwitansi bermaterai, nota/iaktur yang

ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta
disetujui oteh Pejabat Pengguna Anggaran/
Kuasa Pfengguna Anggaran;

10. surat jaminan bonk atau yang diperaamakan
yang dikeluarkan oleh hank atau lembaga
keuangan nan bank;

ILdokumen lain yang Jipersyaratkan untuk
kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau
selvmihnya bersumber dari pengurusan
pinjaman/hibah Luar negeri;

12. berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan
eerta unsur panitia pemeriksaan barang
berikut lampiran daftar barfing yang
diperiksa;



13. surat angkutan atau konosemen apabila
p^ngad^^n faring dïlakeanakan di luar
wilayah keija;

14. aurat pemberitahuan potongan denda
keterlambatan peketjaan dari PPTK apabila
pekerjaan mengalami keteriambatan;

15 foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/
pcnyclcsaian pekegaan;

16 pctongan BPJS (potongan oesuoi dengon
ketentuan vang berlaku./surat
pemberitahuan BPJS/Bukti Setor
Kepesertaan BPJS.

(4) Khusus untuk pekerjaan konsultasi yang
perhitungan harganya menggunakan biaya persomi
(biting note), berlta acara prestaal kemajuan
pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu
pekerjaan dan bukti petiyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti pengeluian lainnya
berdasarkan rincaan dalton surat penowaran.

(5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS untuk
pengaduun barang dan jasa aebagaimana dimakaud
pada ayat (3) digunakan sesuai dengon
peruntukannya.

(6) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan
sebagaimana dimakaud pada ayat (4) tidak lengkap.
Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen
SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK
untuk dilengkapi.

Pasal 21

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 19 ayat (1)
kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran setelah ditandatanganl oleh
PPTK guna memperoleh pereetujuan Pejabat
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-OPD.

(2) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan.
dapat terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran
Lar.gsung (SPP-LS) dan/SPP-UP/GU/TU.

(3) SPP-LS sebagaimana ditnaksud pada ayat (2) untuk
pembayaran langsung pada pïhak ketiga
berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kega
setelah diperhitungkan kewajiban pïhak ketiga
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



(4) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan
OPD yang bukan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga dikelola oleh Bendatiara Pengduaran.

(5) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk pembayaran pengeluaran lainnya
yang bukan untuk pihak ketiga.

(6) Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan
keuangan dan pembiayaon. oleh Bendahara
Pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan
SPP-LS yang di^jukan kepada PPKD melalui Pejabat
PPK-OPD.

Basel 22

Kepala BPKAD selaku PPKD wajib menolak apabila;
a. permintaan pembayaran teraebut tidak se&uai

dengan kade uruaan, organiaasi, program, kegiatan,
akun, kelompck, jenis, obyek dan rincian obyek
belanja dan atau melampaui jumlah uang yang
disediakan dalam DPA-OPD dan SPD;

b. permintaan pembayaran tersebut tidak didukung
oleh keiengkapan dokumen sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Pfcngguna Anggarart/Kuasa Pengguna Anggaran
meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran.

(2) Penelitian keiengkapan dokumen SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh. PPK-OPD.

(3) Dalam hal keiengkapan dokumen yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak lengkap,
PPK-OPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-
GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada Bendahara
Pengeluaran untuk dilengkapi.

(4) Sctiap orang yang menandatangani dan atau
mengeaahkan bukti yang dapat dipergunakan
sebagai dasar untuk metnperoleh hak pembayaran
dan APBD, bertanggungjawab atas kebenaran isi
surat teraebut.

(5) Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang karena kelalaiannya/
keaalahanya rnenirnbulkan kerugian bagi daerah
dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan
lainnya menurut peraturan perundan^n-undangan
yang terLaku.



(6) Terhadap orang atau badan yang menenma
pembayaran dari daerah tanpa hak dan atau
berdasarkan bukti-bukti yang tidak sab dan atau
tidak sesui dengan kebenaran dapat dituntut
menurut peraturan perundang-udangan yang
berlaku.

Pass! 24

(L) Anggaran kas yang disusun dapat berubah sesuai
dengan kodiai keadaan sebagai bcrikut.
a. Perubahan APBD ataupun mendahului

Benihahan APBD;
b. Ketersediaau dana di kas daerah yang tidak

sesuai dengan perhitupgan perencanaan semula
terutama bila ketersediaan dana di kas daerah
berada dibawah rencana, schingga harus
dilakukan kembali penjadwalan uiang
pelakaanaan kegiatan ataupun pencairan dana
dari kas daerah;

c. Pdakaannan kegiatan yang dimajukan dengan
alajsan mendesuk yang diluar kuasa dari PPKD
selaku BUD dan diusulkan oleh OPD.

(2) Perubahan anggaran kas yang disebabkan
sebagaimana dimaksud peda ayat (1} huruf a dan
huruf b, langsung dilakukan oleh PPKD selaku BUD
secara otomatis dan paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak Peraturan Bupati tentang mendahului
Perubahan APBD ditetapkan.

(3) Proses perubahan anggaran kas yang disebabkan
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf c
diitiulai dari pembuatan aurat permohonen
perubahan anggaran kas dari OPD dengan
menyebutkan alasan perubahan tersebut.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pads
ayat (3) ditujukan kepada PPKD selaku BUD dan
disampalkan paling lambat 15 (lima belas) hari
aebelum tanggel 1 (satu) dari bulan yang diinginkan
untuk perubahan anggaran kas tersebut

(5) Berdasarkan swat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BUD memutuskan disetujui
atau tidak disetujumya perubahan anggaran kas
tersebut.

(6) Persetujuan BUD aebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibuat dalam bentuk surat persetujuan yang
ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.

(7) Permohonan pengajuan perubahan anggaran kas
hanya dipcrbolchkan 2 (dua) kali dalam vatu tabun
anggaran.



Bagian Kesembilan
Kew^jiban Bendahara

Pasal 25

(1) Bendahara sebagai wajib pungut pajak dalam
meiakukan setiap pembayaran haws
memperhatikan dan melaksanakan peraturan
perpajakan yang berlaku, yaitu melakukan
pcmungutan dan pcnyctoran Pajak Pcnghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak
Penju&lan Barang Mewah (PPn-BM] dan jenis-jenis
pajak laiimya sesui dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Semua penerimaan pajak yang dipungut haws
segera disetor ke kas negara/kas daerah dalam
wafctu 24 (dua puluh empat) jam sejak dipungutnya
pajak dimaksud.

Pasal 26

(IJ Bendahara mencatat acmun penerimaan dan
pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang
dilakukan sebelum pembukuan dalam buku
pembantu.

(2) Bendahara menutup BKU setiap bulan dan
diketahui oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

(3) Sisa BKU harus sesuai dengan sisa buku kas
pembantu.

(4) Jumlah yang tertera dalam BKU menunjukkan
secara keselunihan jumlah uang yang ada dalam
pengurusan balk tunal maupun sisa bank dan atau
sumt-surat berharga,

(5} Setiap transaksi (bukti sah belanja) harus dicatat
terlebih dahulu dalam BKU sebëlum dibeyarkan
kepada yang berhak menerima. dengan didukung
bukti-bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(6} Pelskaarman dan penatausahaan keuangan daerah
berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(7) Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan/
pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer
dan/atau alat elektronik lainnya.

(8) Perbaikan kesalahan dalam BKU yang disebabkan
oleh kesalahan tulis, pcmbetulannya dilakukan
acbagai bcrikuU



a- bila tetjadi kesalatian tulisdalam bulan beijelan
dan diketahui sebelum BKU ditutup, maka
perbaikannya dilakukan dengan memakai dua
garis lurus pada angka/tulisan yang salah dan
diganti dengan angka/tulisan yang benar dan
dibubuhi paraf, dimana angka/tulisan yang
dicnret masih dapat dihaca;

b. apabila keaalahan tulia aebagaimana tersebut
di atas diketahui setelah tutup tahun anggaran
supaya dibuatkar Berita Acara oleh Penggana
Anggaran/Kuasa Pcnggima Anggaran OPD.

(9) Pengurusan dokumen-dokumen keuangan harus
dilakukan oleh yang berhak. Dalam hal yang berhak
berhalangan dapat dikuasakan kepada orang lain
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. swat kuasa tetap harus dibuat dihadapan

notaris;
b. surat kuasa yang tidak dibuat dihadapan

notaris, hanya beriaku 1 (satn) kali pemberian
kuasa dan diketahui oleh Kepala OPD dan
dibubuhi cap OPD yang bersangkutan,

(10) Apabila terdapat sisa kas pada Bendahara, diatur
ketentuan sebagai berikut:
a. sisa kas yang ada pada Bendahara sudah harus

disetor ke Kas Daerah sehunbat-lambaliiya
tanggal 30 (bga puluh) Desember Tahun
Anggaran bersangkutan (contra pos);

b. penyetoran sebagairnana dimaksud pada huruf a
dilakukan dengan menggunakan STS yang
menurut rlnclan masing-masing kade rekening
yang dioetorkan.

Bagjan Kesepuluh
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Pasfil 27

(L) Pengguna Anggaran hanya diperbolehkan
melaksanakan pembayaran sebatas pagu yang
sudah ditetapkan dalam DPA/DPPA OPD.

(2) Apabila belanja pada QPD/SKPKD meleblhi pagu
anggaran maka menjadi tanggung jawab Pengguna
Anggaran.

(3) Bendahara Pengeluaran secara admiaistratif
mempertanggungfawabkan penggunaan UP/GU/TU
kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya yang tembusannya
disampaikan kepada Inapektorat Kabupaten
Pringsewu.



(4) Setiap bukti pengeluaran/penggunaan uang oleh
Bendahara yang akan dipertanggungjawabkan
harus diverifikasi terlebih dahulu oleh PPK-OPD
pada OPD yang bersangkutan.

(5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti
pengeluaran disetujui dan disahkan oleh Fengguna
Anggaran.

Pasal 28

(1) Bendahara Pengeluaran OPD wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengefolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya
dengan menyampaikan SPJ Fungsional kepada
PPKD selaku DUD paling lambat tanggal 10
Isepuluh) pada hutan berikutnya.

(2) Apabila sampai dengan tanggal 10 belum diterima
oleh PPKD, maka Kepala SKPKD mengurimkan surat
peringatan pertama kepada Bendahara yang
beraangkutan dan tembusannya disampaikan
kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

(3) Apabila SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 11)
sampai dengan tanggal 20 (dua puhih) pada bulan
yang sawa, belum juga diterima oleh SKPKD, maka
Kepala SKPKD mcngirnnkan surat peringatan kedua
dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat
Kabupaten Pringsewu.

(4) Kepala SKPKD mengambil tindakan tindakan
penyeleseian keterlambatan SPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2).

(5) Bukti bukti yang sah dan Ipngkap diaertai lembaran
pengesahan dari PPK-OPD disampaikan 2 (dua)
rangkap kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Bidang Akuntansi) untuk dilakukan pencatatan
Laporan Prrtanggungjawttböji OPD dalam rangka
penerbitan SP2D GU dan lembaran asli bukti-bukti
yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
setelah diperiksa oleh Bidang Akuntasi
dikembalikan kepada OPD.

Pasal 29

(I) Panda bukti yang disyaratkan sebagai lampiran
aurat pcrtanRKunKÏawaban tcrdiri dari surat
pertanggungjawaban dan tanda pelunasan (kwitansi)
beserta bukti pendukung lainnya



(2) Syarat-syarat yang hams dipenuhi untuk sahnya
Landa pelunaaan (kwilansi) adalah sebagai berikut;

a. tanda bukti pclunasanƒpengeluaran dibuat atas
nama dinas/lembaga/satuan kerja/perusahaan
dan tidak diperkenarkan atas natna pribadi;

b. dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran
jumlah yang tertulis dengan huruf harus sama
dengan yang tertulis dengan angka tanggal
pehana&an dan kode rekening pembehanan tanpa
carat baik coretan maupun penghapusan dan
perubahan;

c. uraian dalam tanda bukti pelunasan/
pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan
tujuan pengeluaran dana vang tercantum dalam
DPA/DPPA-OPD;

d. tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus
ditandatangani plekt yang berhalc meneriina
pembayaran, tandatangan dilakukan dengan
tinta yang daya tahan tintanya teijamin (tidak
luntur),

e. apablla yang herbak menerima pembayaran lebih
dan 1 (satu) orang, make tanda bukti
pelunasan/ pengeluaran yang menandatangani
cukup 1 (satu) orang yang mewakili, tetapi harus
didukung oleh daftar nama-nama yang
ditandatangoni oleh masing-mosing pcncrima
pembayaran;

f. dalam tanda bukti pelunaaan/penguinaran
harus dicantumkan penerimaan pembayaran
serta cap dinas/lembaga/satuan kcrja/
perusaheanyang bersangkutan;

g. dlbubuhi tanda tangan dan initial seeara jelas
yang berkewajiban membayar lunas atau
pembayaran.

Pasai 30

(1) Tanda tangan pada surat penagihan dan tanda
tangan yang dicantumkan pada kwitansi pelunasan
harus sama antara yang satu dengan yang lainnya,
akan tetapi;
a. apabila ada tanda tangan yang dibubuhkan di

atas bukan tanda tangan yang seharusnya
dilampirkan surat kuasa, yang menyatakan
pembenan kuasa kepada pihak ketiga dengan
menyebutkan name, dan slamat yang jclas oleh
yang beriiak menerima pembayaran itu;



b. tanggal yang tercantum pada kwitansi tidak
hama beraomaan dengan tanggal yang ada pada
swat penagihan, akan tetapi tanggal yang
tercantum pada kwitansi tidak boleh mendahului
tanggal yang tercantum pada surat penagihan.

(2) Dalam hal penerima uang tidak bisa menulis huruf
latin, maka yang bersangkutan harus membubuhi
cap jcmpol kirmya dan aaa.t pcmbayaran dilakukan
harus diaakaikan 2 (dua) orang sakai yang dikenal
oleh Bendahara dan mampu untuk diangkat
aumpah dengan membubuhkan tanda tangan
masing-masing pada tanda bukti pelunasan
kwitansi dan menyebutkan nama jelae, pangkat,
jabatan dan alamatnya aerta menerangkan bahwa
jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi itu
benar-benar telah dibayarkan kepada yang berhak
dihadapkan mereka.

(3) Bendahara harus yakin, bahwa tanda tangan untuk
pelunasan adalah dart yang berhak menerima
pembayaran

Pasal 31

(1) Tanda bukt! pemberian uang muka kerja/paryar
belum dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban.

(2J Bang mul» kerja/panjar yang dimaksud adalah
uang yang harus diberikan oleh Bendahara terlebih
dahulu sebelum auatu kegiatan/peketjaan
dilaksanakan, maka Bendahara dapat membuat
tanda terima sementara hanya sebagai bukti
pengeluaran uang dan kas Bendahara.

(3) Pemegang uang muka kcrja/panjar adalah orang
yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala OPD untuk
membantu Bendahara yang secara khusus bertugas
melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(4) Tujuan pemberian uang muka kei^a/panjar adalah
untuk membantu kelancaran kegiatan, dengan
ketentuan:
ft. kegiatan pembayaran yang dilakukan harus

mempertinibangkan bahwa kegiatan tersebut
dilakukan secara terus-menerus, nilai
pembayaran cukup besar, banyak kegiatan,
lokaei pembayaran joraknya betjauhan dan atau
tersebar dan pertanggungjawaban keuangan
terhadap pemberian uang muka keija dilakukan
dengan tanda bukti pengeluaran atau kwitanai
dan atau bukti pcndukung lainnya masing-
masing menurut kegiatan;



b, apabila pcmbayaran uang muka ketja/panjar
terhadap auatu kegiatar yang dilaksanakan
hanya sewaktu-waktu tetapi terdiri dari
bermacam-macam jenie kegiatan seperti honor,
upah, uang Jalan, pembelian-pembelian dan
loin-lain, tidak perlu ditunjuk pemegang uang
muka kerja/panjar, tetapi cukup diberikan
kepada orang yang bertanggungjawab terhadap
kegiatan tersebut. Sedangkan
pertariRKunfgawaban harus dibuatkan tanda
bukti pengeluaran atau kwitansi dan pendukung
lainnya masing-masing menunit kegiatan.

(5) Uang Muka Kerja/Panjar dibukukan dalam Buku
Kas Umum dan Buku Pengeluaran Ptembantu/
Panjar.

(6) Uang Muka Kerfa dipertanggungjawabkan dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak diterima.

Basel 32

FPKOPD berhak mengcmbalikan SPJ yang disampaikan
oleh Bendahara, apabila setelah diteliti/diperiksa oleh
fungsi verifikaai PPK OPD temyata tidak mcmcnuhi
ketentuan yang beriaku.

Pasal 33

Uang muka kontrak/borongan dapat diberikan kepada
penyedia barang/jasa aebagai berikut:
a. untuk usaha kecil setinggi-tmgginya 30% (tiga puluh

persen} dari nilai kontrak;
b. untuk usaha selain usaha kecil setinggbtingginya

20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

Bagian Kesebelas
Perintah Membayar

Pasal 34

(1) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan
sah. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran menerbitkan 8PM.

(2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sah, Pejabat Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan
SPM.

(3) Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran berholangan, yang
beraangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SPM.



(4) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 2 (dua) har! keija terhltung
sejak diterimanya dokumen SPP.

(5) Penolakan penerbitan SPM sebagarmana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari keija
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

(6) Format SPM aebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(7) Format ourat penolakan penerbitan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran Q yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(8) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diajukan ke Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D.

(9) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pejabat
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dalam menatausahakan pcngcluaran pcrintah
membayar mencakup:
a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM’TU/SPM-LS;
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(10} Penatausahaan pengeluaran perintah membayar
aebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh PPK-OPD

(11) Dokumen sebegaimana dimaksud pada ayat (9)
tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(12) Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang
menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaron
berkenaan.

BAB V
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 35

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran
antar obyek belanja dalam jenia dan antar rincian
obyek belanja dalam obyek belanja diformulasikan
dalam DPPA-SPKD.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD.



(3) Pergeseran antar uraian rincian obyek dalam rincian
obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
peraetujuan PPKD dengan merubah DPPA-OPD/
PPKD.

(4) Pergcaeran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan atas peraetujuan Sekretaris
Daerah selaku koordinator pengelola keuangan
daerah,

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan cara
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
dasar pelaksanaan. untuk sclanjutnya dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan
dengan cara membah Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(7) Anggaran yang mcngalami perubahan berupa
penambahan dan/atau pengurangan akibat
pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

(8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) selanjutnya ditata dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
dan atau disampaikan pada perhitungan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

3ERTA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 36

(1) Pelaksanaan pengadann barang/jaec oleh OPD
diatur sebagai berikut
a. untuk nilai/jumlah pembayaran honorarium

pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan
mlai diatas Rp. 5.ODCLOO0,- (lima juta rupiah)
sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) ditengkapi dengan bukti-bukti
pembelian/nota/ faktur serta hasil pemeriksaan
petugas yang ditujuk;



(3) Halhal yang tidak diatur dalam peraturan ini,
scpanjang mengenai pengadaan barang dan jasa
atai pelaksaman peketjaan berpedoman kepada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan peketjaan yang bersifat khusus dapat
dil&ksajitikaji n bekerjasama dengan pihak
kedga (konsultan, perguruan tinggi, barian/
inatansi/lembaga pemerïntah dan lain lain).

(2) Yang ditnakeud dengan pekeijaan yang bersifat
khusus adalah jenia pekerjaan yang memerlukan
keahlian khusus yaitu pembinaan teknis,
bimbingan, pemrosesan data, pendidikan dan
pelatihan, perumuaan kebijakan, pengujian
laboratorium dan pengembangan. siatem tertentu.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat düakukan dengan cara ewakelola oleh piKak
ketiga

(4) Bcsamya biaya pekeijaan acbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga
kesepakatan dengan mempertimbangkan harga yang
wajar dan menguntungkan datnah,

(5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan penunjukan dilakukan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan perundaiig-uiidangaii yang berlaku
aerta dituangkan dalmn bentuk ikatan kontrak/8PK.

Pasal 38

[1) SPPA Belanja Modal diaiapkan olch Pejabat
Penatausshaan Keuangan (PPK) OPD, selanjutnya
ditandatangani PPTK, Bendahara Pengeluaran dan
Pengurus Barang, Kemudian diusulkan kepada
kuasa BUD Cq. Kepala Bidang Aset Daerah guna
dicatat scbagai aset.

(2) Pencairan Belanja Modal dengan melalui mekanisme
LS, SPPA dilampirkan bersama SPP, SFM dan
Kontrak/SPK.

(3) SPJ Belanja Modal dengan menggunakan UP/GU,
dilampirkan terlebih dahulu SPPA sabelum
diterbitkan SPP, SPM GU selanjumya/GU Nihil,

(4) SPJ Belanja Modal dengan menggunakan
mekanisme TU, SPPA dilampirkan pada saat
pengajuan SPP, SPM TU Nihil,



b untuk nilai/jurnlah pembelian/pengadaan
barang/pekeqaan konstruksi dengan nilai diatas
Rp. 10.000.000,- (scpuluh juta rupiah) aampal
dengan Rp. 50.000.000,- (Uma puluh juta
rupiah) menggunakan kwintasi dan faktur serta
hasil pemeriksaan petugas yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa barang yang tersebut telah
diterima dengan cukup dan balk;

c. untuk pembelian/pengadaan barang jasa
lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-
(lirna puluh juta. rupiah) sampai dengan
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai
dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dapat dilakukan mctodc pengadaan
langsung dengan dibuatkan Surat Perintah Kerja
(SPK) dilengkapi dokumen-dokumen pengadaan
barang dan jasa serta dibuatkan Berita Acara
Pemeriksajan dan Berita Acara Penertmaan
barang/jasa oleh petugas yang ditunjuk;

d. untuk pembelian/pengadaan barang/pckcrjaan
konsultasi/jasa lainnya dengan nilai diatas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
untuk jasa konsultan&i diatas Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) hama dibuatkan surat
peijarjian/kontrak dengan menggunakan
metode pengadaan sesuai peraturan yang
berlaku;

e. untuk pembelian/pcngadaan barang dan jasa
dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) horu$ dibuatkan Kontrak/Pcrjanjian
Kerja dengan Berita Acara Pengadaan Barang
dan jasa serta dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan
Barang dan Jasa oleh P2B Daerah;

f. khusus untuk kegiatan pengadaan secara
pelelangan/ penunjukan langsung /pemilihan
langsudg yang dikontrakan (kotraktual)
dibuatkan Berita Acara Kemajuan Fisik
Pekeijaan oleh pihak kegiatan/direksi bersama-
aama konsultan supervisi (jika ada konsultan
supervisi) serta dibuatkan Berita Acara PHQ
(Provisional Hand Over} dan FHO (Fined Hand
Over) dan diketahui oleh Kepala OPD.

(2) bakb» rangka pelaksanaan pengadaan barang dan
< . d^bentuk panitia pengadaan dan panitia

>énièr&saan barang yang susunan keanggotaannya
berpedoman kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ,



BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN, SEMINAR ATAU LOKAKARYA
SERTA KEGIATAN LAINNYA

Pasal 39

OPD yang menyclenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
(Diktat) bagi aparatur pemerintah (pegawai ncgeri)
dilaksanakaii oleh OPD yang membidangi Kepegawaian
dan Diklat Daerah dan dapat bekeijasama dengan
mstansi yang terkait.

Fasal 40

(1) Kepada aparatur Pemerintah Daerah yang mengilcuti
atau melaksanakan pendidikan tugas bclajar dan
peiatihan penjenjangan serta kursus atau kegiatan
yang sejenis diberikan bantuan biaya.

(2) Besarnya bantuan. biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tabun Anggaran
2018 atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

(L) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu
kegiatan, dapat dibentuk panitia atau tim
pelaksana/penyeknggara dan difunjuk penatar/
narasumber/pencerwnah serta moderator/
pendamping pengajar.

(2) Pembentukan panitia atau Tim sebagaimana
dnnakaud pada ayat (1} dibatasi pada hal-hal yang
sangat dipertukan.

(3) Kepada pejabat atau aparatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang
besarnya mengacu pada Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Pringsewu Tabun Anggaran 2018 atau
mengacu pada ketentuan yang beriaku,

(4) Pemberton honorarium kepada penoeramah/
narasumber dan moderator untuk kegiatan seminar,
lokakarya, sosialisasi atau sejenisnya diseauaikan
antara materi dengan waktu yang tersedia

(5) Aparatur sdpil negara/Pejabat Daerah yang ditunjuk
sebagai petugas penyuluh Lapangan tidak
diperkenankan membentuk dm dan tidak diberikan
honorarium dan kepada yang bersangkutan hanya
diberikan uang transport ke tempat tujuan sesuai
dengan peraturan yang beriaku»



BAB VIII
LEMBUR KERJA

Pasal 42
Pekerjaan/tugae yang tidak dapat disetesaikan pada
jam kerja karena terdesak waktu penyelesaiannya dapat
dikeijakan di luar jam keija (lembur) dengan ketentuan
sebagai berikut;

a. keija lembur hanya düakukan untuk pekeijaan
yang mcngingat sifabiya mangat penting dan sangat
mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditunda,
dengan terlebih dahulu mendapat SPT dan
pendukung lainnya dari Kepala OPD;

b. pada pegawai yang diperintahkan menjalankan
keija lembur sckunmg-kurangnya 3 (tiga) jam
bertumt-turut diberikan uang lembur dan uang
makan yang dapat dibayarkan pada waktu
pekeijaan lembur dilaksanakan;

c. jika pelaksanaan kegiatan dimaksud belum dapat
diselesaikan selama 3 (tiga) jam, maka pekeijaan
dapat dilonjutkon untuk 3 (tiga) jam berikutnya. dan
dibetrikan uang lembur;

d. besamya uang lembur sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf c mengacu pada Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tabun Anggaran
2018 atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

(1) OPD yang melaksanakan kegiatan rapat, pertemuan,
yang tidak melibatkan instansi lain pada jam kerja
hanya diberikan snack.

(2) Besarnya hiaya konsumsi, snack, makan, cuci cetak
film, poto copy, jilid, cover dan spanduk dalatn
rangka peLaksanaan kegiatan yang dananya
dibebankan kepada APBD pada DFA-OPD mengacu
pada Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pringsewu Tahun Anggaran 2018 atau mengacu
pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
APBD yang ditetapkan dalam DPA-GPD dan unit
satuan keija dilakukan Inspektorat Kabupaten
Pringsewu.



(2) Pembinaan dan pengawasan afthagairrtana dimaksud
pada ayat (1) dilakaanakan seauai dengan ketenLuan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

0ABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku efektif segak tanggal 2 Januari
2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditctapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 2CM7
BUPA'H PRJNGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pads tanggal 29 ranker 20f7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PR1NGSEWU,

dto

A, BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 51

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKIT



LAWPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 54
TAHUN : 2017

Ü PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SURAT PER1NTAH MEMBAYAR (SPM)

TAHUN ANGGARAN ;
Format:

UP/GU/TU/LS*]

Nomor SPM:
(diisioieb PPK-OPD)

SPA/ ird sah apabUa telah ditandatangani dandi stempel alehOPD

KUASA 0ENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Potongan-potongan;

OPD:
Bendabara Pengeiuaran/pfhak
Kctiga*)

Nomor Rekening Bank :
NPWP :
Dasar Pembayaran/Q(x& Tanggal
SPD :

No. Uraian
(No. Rekening)

Jumlah Keterangan

1. luran Wajib
Pegawai Negen

2. Tabungan
Perumahan
Pegawai

3.

Untuk Keperluan

1. Betanja Tidak Langsung**)
2. Belanja Langsung**)

Jumlah.
Potongan

Rp

Informaai ; (tidak mengurangj jumlah
rayaran SPM)Pembebanan pada Kode Rekening •

(Kode Rekening) r Rp.
(Kode Rekening) ; Rp.
(Kode Rekening) : Rp.
(Kode Rekening) : Rp,
(Kode Rekening) ; Rp,
(Kode Rekening) : Rp.
(Kode Rekening) : Rp.
(Kode Rekening) : Rp.
(Kode Rekening) : Rp.

pemi

No. Uraian Jumlah KeLerangan
1. PPN
2. PPH

Jumlah Rp
Jumlah SPM Rp
Uang sejumlah :

tanggal
Kepala OPD,

(Tanda tangan)
(nama lengkap)
MP.

Jumlah SPP yang diminta Rp,
( )

Nomor dan Tanggal SPP : ...dan

*) coret yang tidak perlu
**) Pilih yang sesuai

BUPATI PRINGSEWU,

dto

RÜÜAD1



LAMPIPAN II : PERATURAN BÜPATf PRINGSEWU
NOMOR ! 54
TAHUN : 2017

Nomor
Lampiran
Perihal

PEMER1NTAH KABUPATEN PRINGSEWU
opd :

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

20
Kepada Yth.
Bendahara/ PPTK

di-

Pengembalian SPP

Bersam» ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan/Ganti Uang/Tambah Hang dan Langsung (SPP-UP/GU/TU/
LS) n Saudara Nomor Tanggal... 20.... dikembalikan karena tidak
memenubi syarat untuk diproses.

Adapun kekurangannya sebagai benkut;
1

2

3.

Demikian disampaikan, atas kerjasamEnya dmcapkan terima kasih.

.tanggal.........
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

(Tanda tangon)
(nama lengkap)

NIP.

*) Coret yang tirlak perlu

BUPATI PRINGSEWU,

dto

ÏUÜADl



LAMPIRAN IV : FEKATUKAN HUFATI FK1NG8EWU
NOMOR t 54
TAHUN 2017

n PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

OPD :

Hr laman~
NO.

Unit Tanggal Nomor SPM Uraian Jumlfih SPP (Rp)

UP GU TU LS
Gaji Barang

& Jasa

1 2 3 4 5

JUMLAH

Mengetahui tanggal
Pengguna Angguran/Kuaaa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengcluaran,

(tanda tangan)
[nama lengkap)

NIP,

[tanda tangen)
(nama lengkap)

NIP.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SbJADI



LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI PRINQSEWU
NOMOR 54
TAMUN 20T7

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

;

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD

Sehubungan dengan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana
(SPD) bulan Tahun Anggaran yang kamt ^jukan
aebesar Rp .(terbiLang ) untuk kcperluan
SKD dengan ini menyatakan bahwa:

1. Jumlah Fermohonan pada SPD adalah sesuai dengan anggaran
kasdan kebutuhan bulan

2, Sanggup merealisasikan SPD sesuai dengan SPD yang telah
diterbitkan

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi perayaratan
permohonan SPD.

— , tanggal 20..
Pengguna Anggaranƒ

Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda tangan

Nama Lengkan
NIP

BUPATI PRINGSEWU,

dto

jvaADi
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